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ABSTRAK 
Harlina. SB (B111 11 067), Kejahatan Pemerkosaan Yang Dilakukan 
Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 15/Pid.Sus/2012/PN 
JO) dibimbing oleh Muhadar dan Hijrah Adhyanti M. 
 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
hukum pidana materil terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam putusan No.15/Pid.Sus/2012/PN JO dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam putusan No.15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
 Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan 
mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang 
berhubungan edngan masalah yang dibahas dan penelitian lapangan 
melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini 
sehingga diperoloeh data-data yang diperlukan. Selanjutnya, data yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
 Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pemerkosaan yang 
dilakukan oleh terdakwa pada perkara ini yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebab Hakim dalam menerapkan hukum pidana 
materil tidak memperhatikan asas lex specialist derogate legi generali 
sehingga hukum pidana materil yang tepat untuk diterapkan kepada 
terdakwa Andika adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap terdakwa Andika dalam kasus tersebut untuk 
sebahagian telah sesuai dengan teori pemidanaan namun dalam 
pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan, perlu diketahui 
bahwa perbuatan terdakwa Andika mengakibatkan saksi korban Riskawati 
mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Olehnya itu saksi korban 
Riskawati perlu mendapatkan penanganan psikologis. Disamping itu, amar 
putusan yang dijatuhkan Hakim tidak memberikan efek jera dan tidak 
dengan mudahnya mampu memperbaiki diri terdakwa Andika sehingga 
terdakwa Andika perlu memperoleh bentuk tindakan lainnya berupa 
pendidikan dan pembinaan kerohanian serta perlu dibekali keterampilan 
melalui latihan kerja sehingga ia memiliki bekal untuk menghidupi istri dan 
keluarganya kelak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu 
pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan 
seksual atau dengan nafsu birahi.1 Norma yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia yaitu norma sosial, norma agama dan norma hukum telah 
mengatur adab sopan santun itu. 
Seyogyianya, hubungan seksual antara seorang wanita dan 
seorang pria harus berdasarkan ikatan perkawinan. Disamping itu, dalam 
melakukan hubungan seksual sebaiknya diantara kedua pihak baik pria 
dan wanita harus atas kesepakatan bersama dan tanpa ada paksaan. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, memberikan defenisi mengenai perkawinan dalam Pasal 1 
yang menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 
Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang 
terjalin antara seorang pria dan wanita adalah ikatan lahir dan batin 
                                                             
1
 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana mengenai Kesopanan,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 2. 
2
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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dengan tujuan yang suci semata-mata untuk mencari kebahagiaan dunia 
akhirat. 
Norma sosial dan norma agama yang hidup masih tetap ditaati dan 
dihormati oleh sebagian masyarakat, meskipun disertai dengan ancaman 
sanksi namun sifatnya tidak mengikat karena tidak tertulis. Berbeda 
halnya, dengan norma hukum yang tertulis, karena telah menjadi hukum 
nasional maka norma tersebut bersifat mengikat dan berlaku terhadap 
semua subjek hukum. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menutup kemungkinan ada 
masyarakat yang tidak tunduk dan taat pada norma-norma yang ada, 
meskipun norma yang dilanggar itu bersifat tertulis dan disertai dengan 
ancaman pidana, masyarakat ini akan cenderung melakukan 
penyimpangan. Dalam hal kesusilaan, secara yuridis penyimpangan 
terhadap kesusilaan dianggap sebagai tindak pidana melanggar 
kesusilaan (zedelijkheid). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat 
pada Pasal 281 sampai Pasal 299 Bab  XIV (Kejahatan Terhadap 
Kesopanan) buku II (Kejahatan) KUHP sementara untuk pelanggaran 
golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai 
Pasal 535 Bab VI (Pelanggaran Tentang Kesopanan) buku III 
(Pelanggaran) KUHP.3 
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 Adami Chazawi, op,cit., hlm.3. 
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Tindak pidana yang melanggar kesusilaan telah sering terjadi. Hal 
itu dapat diketahui melalui media massa baik media elektronik maupun 
media cetak yang selalu menyuguhkan berita-berita terkait penyimpangan 
terhadap kesusilaan atau tindakan asusila ini. Berikut ini adalah beberapa 
fenomena terkait tindakan asusila. 
Salah seorang pengajar di Pesantren DDI Mattoanging bernama 
ustaz Saharuddin, hampir dihakimi warga saat hendak ditahan oleh Polres 
Bantaeng. Ia diduga kuat melakukan pelecehan seksual terhadap 11 
santrinya.4 
Selanjutnya, Thamrin, 50, warga Lingkungan Baru, Kelurahan 
Penrang, Kecamatan Sawitto, akhirnya dijebloskan ke sel tahanan 
Mapolres Pinrang setelah menggauli enam wanita yang tak lain adalah 
keluarga istrinya. Dalam menjalankan aksi cabulnya, Thamrin terlebih 
dahulu menghipnotis korbannya. Setelah itu, ia dengan leluasa 
melampiaskan nafsu bejatnya saat korban sudah tidak sadarkan diri. Aksi 
ini dilakukan dirumahnya saat sang istri sedang tidak berada di rumah. Ia 
mengaku melakukan perbuatannya karena pengaruh aliran sesat yang 
didapatkannya dalam mimpi.5 
Selain itu, kasus lain yang juga sangat memprihatinkan adalah 
seorang bapak berinisial ELU tega melakukan pelecehan seksual 
terhadap putra kandungnya sendiri karena gemar menonton video porno, 
berinisial AM. ELU adalah seorang pecandu dan pengedar obat-obatan 
                                                             
4
 Harian Pagi Fajar, 14 Oktober 2014, hlm. 16. 
5
 Harian Pagi Fajar, 21 Oktober 2014, hlm. 17. 
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terlarang. Mantan istri ELU, yang tidak lain adalah ibu korban, SR sering 
mendapati AM berrtingkah seperti orang kesakitan pada bagian bokong, 
jika ditanya perihal ELU, AM enggan menjawab dan gemetaran. SR juga 
mengaku sering melihat AM dibawa masuk ke kamar oleh ELU dan 
mendengar AM menjerit-jerit. ELU tak segan-segan akan bertindak kasar 
jika SR berani mengintip.6 
Kasus lain yang juga turut mengisi pemberitaan media cetak adalah 
kasus pemerkosaan yang dialami seorang siswi SMK berinisial AS oleh 
sebelas siswa dari salah satu SMA negeri di Parepare. Di depan penyidik 
polres Parepare, AS menyebut 11 nama-nama pelaku yang menodainya. 
Kaur Bin Ops Reskrim Polres Parepare, Iptu Saharuddin, saat ini pihaknya 
masih melakukan pengejaran terhadap enam siswa yang dilaporkan. 
Keenam siswa tersebut melarikan diri saat lima rekannya diciduk aparat 
kepolisian.7 
Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Jeneponto yang 
dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, terdakwa Andika 
Harimukti Bin Laha, bersama-sama dengan rekannya Multazam M. Hajar, 
Nurlan, Risal, Rahmat dan Jabbar baik sebagai orang yang melakukan, 
menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Jumat 
tanggal 01 Juni 2012 bertempat di rumah Jabbar di Kampung Maccini Baji 
Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan sengaja 
                                                             
6
 Harian Pagi Fajar 24 Oktober 2014, hlm. 13. 
7
 Harian Pagi Fajar 20 November 2014, hlm. 17 
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melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya yakni kepada Riskawati (16 tahun).8 
Dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa fenomena 
penyimpangan terhadap kesusilaan masih sering terjadi di sekitar kita. 
Pelakunya memiliki beragam latar belakang, mulai dari oknum guru, polisi, 
dan pecandu narkoba. Ini hanya sebagian contoh yang mendapat sorotan 
media, belum terhitung kasus-kasus yang tidak ikut diberitakan dan tidak 
dilaporkan. Motifnya pun beragam, ada karena pengaruh aliran sesat, 
karena adanya kesempatan untuk berduaan dengan si korban, pengaruh 
video porno, memiliki hubungan asmara dengan si korban dan lain 
sebagainya. Pelaku dalam melakukan aksinya pun tidak memandang 
korbannya, ada yang masih anak-anak, merupakan murid si pelaku, 
kerabat si pelaku, memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku, 
bahkan anak kandung dari si pelaku. 
Melihat dari jumlahnya, ada pelaku yang melakukan aksinya 
terhadap beberapa korban. Ada pula seorang korban yang menjadi 
sasaran oleh beberapa pelaku. Hal yang begitu menarik perhatian jika 
beberapa pelaku secara bersama-sama atas dasar kerja sama melakukan 
pemerkosaan terhadap seorang korban. Ini menggambarkan bahwa niat 
untuk melakukan kejahatan tersebut telah direncanakan secara bersama-
sama oleh para pelaku. 
                                                             
8
 Putusan Pengadilan Negeri jeneponto Nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
6 
 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan 
pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan pemerkosaan yang 
dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu penulis mengangkat skripsi 
dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 
15/Pid.Sus/2012/PN JO). 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dalam 
sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan 
memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan 
tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kejahatan 
pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan 
nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara 
bersama-sama dalam putusan nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam 
putusan nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan secara 
bersama-sama dalam putusan nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
  
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materil 
terhadap kejahatan pemerkosaan. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untk meneliti lebih 
lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dengan 
keberadaan manusia. Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di 
Indonesia, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma 
dan mendapatkan reaksi sosial.9 Pertama, dari sudut pandang hukum 
(a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak 
dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap 
sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita 
yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi hukum, perbuatan wanita 
tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak 
dilarang dalam perundang-undangan Indonesia. Sesungguhnya 
perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang 
agama, adat-istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan 
itu tetap bukan kejahatan dilihat dari defenisi hukum, karena tidak 
melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
                                                             
9
 Yesmil Anwar dan Adang, op.cit., hlm. 178. 
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Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crimefrom the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup dalam masyarakat. Contoh dalam hal ini adalah bila seorang 
muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu 
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, 
dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
Berikut adalah beberapa defenisi kejahatan dari berbagai ahli 
kriminologi: 
a. J.M. Bemmelen 
J.M. Bemmelen memandang kejahatan sebagai suatu 
tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan 
dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat 
kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus 
menjatuhkan hukuman kepada penjahat.10 
b. M.A. Elliot  
M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal 
dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman 
mati dan hukuman denda dan seterusnya.11 
c. W.A. Bonger 
                                                             
10
 Andi Muhammad Alfiyansyah, 2013, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian 
Kendaraan Bermotor”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm. 11. 
11
 Ibid, hlm. 11. 
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W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan 
dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan.12 
d. Paul Moedikdo Moeliono 
Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum 
yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai 
perbuatan yang merugikan, mengengkelkan sehingga tidak boleh 
dibiarkan (negara bertindak).13 
e. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro 
 Dalam bukunya “Paradoks dalam Kriminologi” menyatakan 
bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas 
dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 
(baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atu 
minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial dan atau 
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan 
ruang dan waktu.14 
f. Sutherland 
Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena 
merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman 
sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.15 
                                                             
12
 Ibid, hlm. 11. 
13
 Ibid, hlm. 11. 
14
 Ibid, hlm. 12. 
15
 Yesmil Anwar dan Adang, op.cit., hlm. 179. 
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g. Richard Quinney 
Kejahatan adalah suatu rummusan tentang perilaku manusia 
yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat 
yang secara politis terorganisasi,kejahatan merupakan suatu hasil 
rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh 
orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang 
diciptakan.16 
h. Herman Mainheim 
Perumusan tentang kejahatan adalah bukanlah suatu 
kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label 
terhadap perilaku tersebut.17 
i. Hasskel dan Yablonsky 
Yang dinamakan dengan kejahatan adalah yang tercatat 
dalam statistik, tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial, 
sifat kejahatan dalam hukum pidana, hukum yang menyediakan 
perlndungan bagi seorang dari stigmatisasi yang tidak adil.18 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah:19 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
                                                             
16
 Ibid, hlm. 179. 
17
 Ibid, hlm. 179. 
18
 Ibid, hlm. 180. 
19
 A. S. Alam, op.cit., hlm. 18-19. 
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b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum PIdana). contoh, orang dilarang mencuri, 
dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur 
di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas); 
c. Harus ada perbuatan (criminal act); 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea); 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan; dan 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
3. Klasifikasi Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan 
berdasarkan beberapa pertimbangan.20 
a. Motif Pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
1) Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
2) Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah 
Pasal 284 KUHP. 
3) Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
pemberontakan DI/TII, dan lain-lain. 
                                                             
20
 A. S. Alam, op.cit., hlm. 21-22. 
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4) Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan motifnya balas dendam. 
b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya 
1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-II (dua) KUHP seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. 
Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman 
pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan 
yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan 
dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-
lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa 
Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya 
hukuman denda saja. Contoh yang banyak terjadi pada 
pelanggaran lalu lintas. 
c. Kepentingan Statistik 
1) Kejahatan terhadap orang (crime against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
2) Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 
3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
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d. Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. 
Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab 
kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan 
organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. 
Penggolongannya adalah: 
1) Professional Crime, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai 
mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu 
untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan 
uang dan pencopetan. 
2) Organized Crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: 
pemerasan, perdagangan gelap bnarkotika, perjudian liar, dan 
pelacuran. 
3) Occupational Crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian 
jemuran, penganiayaan dan lain-lain. 
 
B. Kejahatan Pemerkosaan 
1. Pengertian Pemerkosaan 
Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai 
suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan 
dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Apabila menganut pendapat 
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pada umumnya, para ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan 
adalah suatu pengertin adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam 
pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan 
masalah seksual.21 
Secara yuridis, penyimpangan terhadap kesusilaan dianggap 
sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Untuk 
kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai 
Pasal 299 Bab  XIV (Kejahatan Terhadap Kesopanan) buku II 
(Kejahatan) KUHP sementara untuk pelanggaran golongan pertama 
(kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 Bab VI 
(Pelanggaran Tentang Kesopanan) buku III (Pelanggaran) KUHP.22 
Kejahatan kesusilaan pada dasarnya ada dua, yaitu kejahatan 
kesusilaan dalam hal persetubuhan dan kejahatan kesusilaan 
mengenai perbuatan cabul. Kejahatan kesusilaan dalam hal 
persetubuhan dibagi menjadi: 
a. Kejahatan Perzinaan (Pasal 284); 
b. Kejahatan Pemerkosaan dalam hal Persetubuhan (Pasal 285); 
c. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang dalam 
Keadaan Pingsan (Pasal 286); 
d. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya 
Belum 15 Tahun (Pasal 287); dan 
                                                             
21
 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 2. 
22
 Ibid, hlm. 3. 
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e. Bersetubuh dengan Istri yang Belum Waktunya untuk Dikawin 
(Pasal 288). 
Kejahatan Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk dari 
kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan. Berikut beberapa 
pendapat para ahli dalam mendefenisikan pemerkosan. 
Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, menyatakan bahwa perkosaan 
(verkrachting/rape) adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-
laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.23 Selanjutnya, korban 
perkosaan disebut verkrachte (orang yang diperkosa) dan pemerkosa 
disebut verkrachter (orang yang melakukan perkosaan). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Terminologi pemerkosaan 
sebenarnya berasal dari bahasa Belanda Verkreting, bahasa Inggris 
Rape. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata Verkreting 
adalah “perkosaan”  tetapi  terjemahan ini meskipun hanya mengenai 
suatu tindak pidana, tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda 
Verkreting sudah merata berarti “Perkosaan untuk bersetubuh” 
sedangkan dalam bahasa kata “perkosaan” sama sekali belum 
menunjuk pada pengertian “Perkosaan untuk bersetubuh” maka 
sebaiknya kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP pidana ini 
harus perkosaan untuk bersetubuh”. Pemerkosaan merupakan salah 
satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering 
                                                             
23
 Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, hlm. 118. 
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terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, 
apabla itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat 
dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Terkuhsusnya dari 
perspektif hukum mengingat Negara kita adalah Negara yang 
berdasarkan atas hukum serta ditimbulkan, maka tindak pidana ini 
wajib sesuai aturan.24 
Seatandyo Wignojosoebroto, mengemukakan bahwa Perkosaan 
adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki 
terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau 
hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa 
yang disngkat perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu 
perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak 
melampiaskan nafsu seksaulnya) dan dadalam pihak dapatlah dilihat 
sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian 
juga tertib sosial)”.25 
R. Sugandhi, mengemukakan bahwa “perkosaan adalah 
seorang pria yang memaksa seorang yang bukan istrinya untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, 
yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 
kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan sperma”.26 
                                                             
24
 A. Muh. Ali Akbar Amin, 2012, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan”, skripsi, 
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7. 
25
 Ibid, hlm. 8. 
26
 Ibid, hlm. 9. 
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Soesilo, merumuskan tentang pemerkosaan yang lebih 
cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan 
bersetubuh”, yang berbunyi sebagai berikut, perkosaan adalah 
seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya 
untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si 
wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti 
kehendaknya.27 
Darma Weda, yang condong pada pengertian perkosaan secara 
kriminologis bahwa, lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan 
yaitu dengan penetrasi secara paksa atau dimasukkan ke dalam 
vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kuku, botol, atau apa saja ke 
dalam vagina ataupun mulut atau anus.28 
Lamintang dan Samosir, yang dimaksud dengan perkosaan 
adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan di 
luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Secara umum pemerkosaan 
dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada 
pihak yang lainnya, tanpa mempedulikan hak, kepentingan secara 
kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau 
kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa.29 
Menurut Soesilo Prajogo, Perkosaan adalah menundukkan 
dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan menggagahi; dengan 
                                                             
27
 Ibid, hlm. 9. 
28
 Ibid, hlm. 9. 
29
 Ibid, hlm. 10. 
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kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang perempuan di 
luar perkawinan bersetubuh dengan dia.30 
KUHP tidak memberikan defenisi tentang kejahatan 
pemerkosaan, akan tetapi kejahatan pemerkosaan (verkrachting) 
dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya 
adalah sebagai berikut.31 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
 
2. Unsur-unsur Kejahatan Pemerkosaan 
Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatannya: memaksa;32 
Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan 
yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang 
lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang 
lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama 
dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya itu 
setidaknya ada dua macam: 
1) Menerima apa yang akan dibuat terhadap dirinya; atau 
2) Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa 
yang dikehendaki orang yang memaksa. 
                                                             
30
Soesilo Prajogo, 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Wipress,  Jakarta, hlm. 372. 
31
 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 62. 
32
 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 63. 
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b. Caranya: 
1) Dengan Kekerasan 
Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan 
adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu 
ringan.33 
Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti 
dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R. 
Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak 
kecil secara tidak sah. Menurut Satochid kekerasan adalah 
setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan 
badan yang tidak ringan atau agak berat. 
Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan 
tindak pidana yang bersangkutan, yaitu: 
a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. 
Kekerasan disini memerlukan syarat akibat 
ketidakberdayaan korban. Ada casual verband antara 
kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya 
kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara 
dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 
                                                             
33
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma 
Kesusilaan & Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98. 
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368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan 
ketdakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan 
terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau 
mengahpuskan piutang. 
b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam 
tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan 
perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau 212 
KUHP. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam 
pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai 
suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada 
orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan 
menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan 
mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya 
secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, 
orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala 
sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun 
bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan 
sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan 
kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. 
Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya 
wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam 
yang tidak terbatas. Misalnya memmukul dengan kayu, 
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menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain 
sebagainya. 
2) Ancaman Kekerasan; 
Ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik 
yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa 
perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa 
perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang 
besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan 
mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana 
ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang 
diinginkan pelaku. Contoh si laki-laki (pembuat) menghunus 
belati dengan mengancam hendak melukai tubuh atau 
membunuh korban dengan belati dan memaksa korban untuk 
bersetubuh dengan dia, yang akibatnya korban secara psikis 
timbul rasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas 
akan dibunuh, menyebabkan korban menjadi tida berdaya 
sehingga dalam keadaan yang tidak berdaya inilah korban 
terpaksa membiarkan dilakukan persetubuhan dengan dirinya. 
c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya 
Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang 
perempuan yang bukan istrinya. 
d. Bersetubuh dengan dia. 
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Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-
2-1912) menyatakan bahwa: 
“persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-
laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya 
dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-
laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian 
mengeluarkan air mani”. 
 
Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap 
dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak 
sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air 
mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut 
pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi 
persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan dan 
menurut ketentuan Pasal 53 KUHP telah dapat dipidana. 
 
3. Jenis-jenis Pemerkosaan 
Pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut.34 
a. Sadistic Rape 
Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan 
telah nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui 
hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan 
atas alat kelamin dan tubuh korban. 
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b. Anger Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa 
geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan 
merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan 
pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan 
kekecewaan hidupnya. 
c. Domination Rape 
Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba 
untuk gigih  atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, 
namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 
d. Seductive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya 
korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak 
sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya 
mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa 
itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks. 
e. Victim Precipitated Rape 
Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
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f. Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap 
kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki 
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi 
perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 
Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah 
tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya 
tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak 
yang berwajib. 
Selanjutnya, macam-macam perkosaan juga dapat dibedakan:35 
a. Perkosaan oleh suami atau mantan suami. Perkosaan juga dapat 
terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk 
memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan 
keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan 
tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih 
berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya. 
b. Perkosaan oleh teman kencan atau pacar teman kencan atau 
pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan 
berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk 
menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks 
sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, 
atau karena si pacar telah berjanji akan mengawini korban. Ajakan 
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 Ibid, hlm. 15. 
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untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan 
masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu di 
hormati oleh pacarnya. Bujuk rayupun masih bisa dianggap normal 
bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. 
Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan 
kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun 
oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata 
“tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. 
Kasus perkosaan sepertin ini sangat jarang didengar orang lain 
karena korban malu dan takudipersalahkan orang. 
c. Perkosaan oleh atasan/majikan. Perkosaan terjadi antara lain bila 
seorang perempuan dipaksa berhubungan seks pleh atasan atau 
majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau 
dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan 
si atasan atau majikan. 
d. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak. Seorang anak 
perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. 
Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban 
tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, 
khususnya bila anak itu mempercayai pelaku.  
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C. Penyertaan (Deelneming) 
Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang batasmeliputi 
semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara 
psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan 
sehingga melahirkan suatu tindak pidana.36 
Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana, orang 
berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku 
yang akan kena hukuman pidana.37 
Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat 
dalam peristiwa tindak pidana. disamping si pelaku ada seorang atau 
beberapa orang lain yang turut serta. Hazawinkel-Suringa menceritakan 
bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan 
baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai 
diperhatikan sampai dimana juga orang-orang lain yang turut serta itu 
dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.38 
Pasal 55 KUHP: 
1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum: 
1. Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu; 
2. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan 
paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan 
memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan 
sengaja membujuk perbuatan itu 
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 Adami Chazawi, 2002, Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana, RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 73. 
37
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 
hlm. 117. 
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 Ibid, hlm. 117. 
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2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya 
perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja 
dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan. 
Pasal 56 KUHP: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum: 
1) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan 
itu dilakukan; 
2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak 
pidana, yaitu:39 
a. Yang melakukan perbuatan (pleger, dader); 
Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat 
mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. 
dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya 
orang itu harus pula memenuhi unsur, status sebagai pegawai 
negeri. 
b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke 
dader); 
Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen 
plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi, bukan orang itu sendiri 
yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang 
lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang 
yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan 
tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh (pleger) itu harus hanya 
merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
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 R. SOESILO, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, hlm. 72-76. 
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c. Yang turut melakukan perbuatan (medepleger, mededader); 
Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama 
melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang 
melakukan (pleger)dan orang yang turut melakukan (medepleger) 
peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu 
semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan 
anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya 
hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang 
sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang yang 
menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum 
sebagai “membantu melakukan/medeplichtige” dalam Pasal 56. 
d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker); 
Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang 
membujuknya harus memakai salah satu jalan-jalan seperti dengan 
pemberian, salah mamakai kekuasaan dan sebagainya. Yang 
disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh menggunakan jalan 
lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikitnya 
harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang 
dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang 
dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai “pleger” sedang pada 
“suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. 
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Menurut pasal ini, pertanggungjawaban pembujuk hanya 
dibatasi sampai pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu serta 
akibatnya. 
e. Yang membantu perbuatan (medeplichtig, medeplichtige). 
Orang salah “membantu melakukan”, jika ia sengaja 
memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan 
itu dilakukan. Bila bantuan itu dilakukan sesudah kejahatan itu 
dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” 
atau “tadah” (heling)melanggar Pasal 480 atau Pasal 221. 
Bantuan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun 
materil tapi sifatnya harus hanya “membantu” saja, tidak boleh 
demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan 
suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa 
pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan “turut 
melakukan” (medeplegen) dalam Pasal 55. 
 
D. Pengertian Anak 
Berikut ini adalah beberapa pengertian anak yang dari berbagai 
sumber:40  
1. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Angka 2 
tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: 
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 Alkisa Dwi Septiani, 2014, Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Penahanan Anak Pasa Kasus Tindak Pidana 
Di Kota Makassar, skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8. 
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“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 
Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena 
berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, 
tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan 
mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua 
puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam 
Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi 
kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai 
kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.41 
2. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat 
dijumpai antara lain pada Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 KUHP yang 
memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun serta Pasal 283 KUHP 
yang memberi batasan 17 (tujuh belas) tahun. 
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur tentang 
batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi 
wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 
usia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang. 
4. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
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 Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan 
Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15 
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menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. 
5. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah bahwa anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin. 
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, yang 
dikonotasikan menjadi anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) 
tahun. 
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak 
adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak 
nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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9. Pengertian anak didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: 
a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 
yang menjadi saksi tindak pidana. 
b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau 
dialaminya sendiri. 
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak didik 
pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk 
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dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.  
Batasan usia anak juga dapat dilihat pada Dokumen-dokumen 
Internasional, seperti: 42  
 Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir 
Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum 
dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang 
definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta 
berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memiliki pertimbangan 
dalam penjatuhannya. Pertimbangan inilah yang kemudian mendasari 
jatuhnya putusan pada akhir persidangan. Pertimbangan hakim ini terdiri 
dari pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologi. 
1. Pertimbangan Hukum 
Pertimbangan hukum disini yang dimaksud adalah 
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis. Dalam hukum 
pidana dikenal dengan adanya istilah pemberatan pidana.43 
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a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah: 
1) Dasar Pemberatan Pidana karena Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 
KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: 
“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 
dapat ditambah sepertiga”. 
 
 Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini 
adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal ialah 
dalam melakukan tindak pidana dengan: 
a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
b) Memakai kekuasaan jabatannya; 
c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
d) Menggunakan saraa yang diberikan karena jabatannya 
Subjek hukum yang diperberat, pidananya dapat 
ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai 
negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan 
melanggar dan atau menggunakan keadaan 4 tersebut di atas. 
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Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan 
kualitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam 
Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII 
Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak 
berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran 
tersebut, melainkan berlakunya  pada kejahatan dan 
pelanggaran yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan 
pada kejahatan pidana dan pelanggaran jabatan karena 
kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan. 
Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku 
umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali karena 
kejahtan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di 
atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek 
hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni, 
pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana 
dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan 
dengan pelanggaran jabatan, yaitu: 
a) Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan 
Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan setiap orang. 
b) Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan 
pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek 
hukum yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja. 
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Tentang siapa yang dimaksud sebagai pegawai negeri 
dapat dilihat juga dalam rumusan Undang-Undang No. 43 
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Ayat 
(1): 
“Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 
Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Sedangkan lebih sempurna dan lebih luas adalah 
menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebagai berikut: 
Pegawai negeri adalah meliputi: 
a) Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam 
undang-undang tentang kepegawaian; 
b) Pegawai negeri sebgaimana dimaksud dalam KUHP; 
c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah; 
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi 
lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 
negara atau masyarakat. 
Walaupun kedua undang – undang tersebut di atas 
merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih sempurna, 
namun pengertian dan perluasan arti pegawai negeri menurut 
undang-undang tersebut di atas tidak berlaku terhadap Pasal 
52. 
2) Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana 
Bendera Kebangsaan 
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Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, 
KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: 
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.  
Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan  
Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 
127 Tahun 1958). Alasan pemberatan pdana yang diletakkan 
pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif 
dapat mengelabuhi orang-orang, dapat menumbulkan kesan 
seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah 
perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar 
atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan 
kejahatan. 
Dalam Pasal 52 a tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu 
melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan 
menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena dalam pasal 52 a ini disebutkan secara 
stegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, maka di sini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, 
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termasuk kejahatan menurut peraturan perundang-undangan di 
luar KUHP. 
3) Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (recedive) 
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (sosial) dan lainnya dalam hukum pidana, menurut 
arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap 
orang yang setelah pidana, menjalaninya yang kemudian 
melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa 
memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan 
dalam arti hukum pidana yang merupakan dasar pemberat 
pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat 
tertentu yang ditetapkan undang-undang. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai 
pengulangan umum (general recedive) yang artinya 
menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua 
tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP membagi 
sebagai berikut: 
a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-
tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang 
dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas 
pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam 
Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. 
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b) Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486, 487, dan 488 
itu KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
ayat  (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), dan 512 
ayat (3). 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang 
diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat 
terjadi pengulangan. 
Oleh karena tidak mengenal general recedive inilah, 
maka pengaturannya tidak dimuat dalam buku pertama, 
melainkan dikelompokkan pasal tersebut dalam Buku II dan 
pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun 
Buku III (pelanggaran). 
Menurut Pasal 486, 487, dan 488 pemberatan pidana 
adalah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan 
semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada 
kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recedive yang 
ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang 
termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang 
diperberat dapat ditambahkan dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah 
dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah 
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lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu 
kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah jenis pidananya 
dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2), 501 
ayat (2)). 
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada 
pengulangan ini ialah terletak pada 3 faktor, ialah : 
a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh 
negara karena tindak pidana yang pertama dan 
c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Undang-undang menyebut juga bahwa beberapa dasar atau 
alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku 
pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas dan 
tersebar dalam beberapa pasal KUHP. Maksud diperberatnya 
pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si 
pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai 
tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus 
karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkannya alasan pemberatan itu saja dan tidak berlaku pada 
tindak pidana lain. 
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Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat 
ialah harus memuat semua unsur yang ada dalam bentuk pokoknya 
ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat 
memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang 
dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus itu. Unsur 
khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-
unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, 
yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dincam 
dengan pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya. 
KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI 
Pasal 63-71. Dalam rumusan pasal maupun dalam Bab IX, KUHP 
tidak memberikan defenisi/pengertian perbarengan tindak pidana 
(concursus) ini. 
Terkait dengan perbarengan tindak pidana, Utrecht (Adami 
Chazawi, 2005;109-110) mengemukakan tentang 3 kemungkinan 
yang terjadi, yaitu: 
1) Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara 
dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu 
pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua 
tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu 
akan diberkas dan diperiksa dalam satu berkas perkara dan 
kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh 
karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang 
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justru terjadi peringanan pidana, karena dari beberapa tindak 
pidana itu tidak di pidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total 
yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa 
memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang 
diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya, dua 
kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dua kali 
yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 
tahun, tetapi cukup dengan 1 pidana penjara dengan maksimum 
20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65). 
2) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 
memidana pada si pembuat oleh Hakim dengan putusan yang 
telah menjadi tetap, maka di sini terjadi pengulangan. Pada 
pemidanaan pada si pembuat karena tindak pidana yang ke dua 
ini tidak terjadi pengulangan dan disini terdapat pemberatan 
pidana dengan sepertiganya. 
Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah 
dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu 
belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka di sini 
tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-
tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan 
pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada 
beberapa tindak pidana tersebut. 
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Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ada pula yang 
meringankan. Dalam hukum pidana dikenal istilah pengurangan pidana 
atau peringanan pidana. 
a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum 
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat 
dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana umum dan pidana khusus. Dasar umum 
berlaku pada tindak pidana umumnya sedangkan dasar khusus 
berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. 
1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan pidana 
umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang 
umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang 
diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 
(delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat 
dilakukan penyelidikan (Pasal 5) dan dalam hal ini terdapat dua 
kemungkinan, ialah: 
a) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh 
orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik 
menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuhnya. 
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b) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi 
oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka 
penyidik menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial 
setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
Dasar peringanan pidana menurut Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi 
syaratnya, ialah: pertama mengenai umurnya (telah 8 tahun tapi 
belum 18 tahun) dan kedua mengenai belum pernah menikah. 
Dalam sistem hukum kita selain umur juga perkawinan adalah 
menjadi sebab kedewasaan seseorang. 
Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga 
terhadap anak (KUHP: belum berumur 16 tahun, UU ini telah 
berumur 12 tahun  tapi belum 18 tahun dan belum pernah 
kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, 
hakim dapat manjatuhkan satu diantara dua kemungkinan, ialah 
menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).  
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang 
melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana 
tambahan (Pasal 23 ayat (1)). Pidana pokoknya ada 4 macam 
(Pasal 23 ayat (2)), ialah: 
a) Pidana penjara; 
b) Pidana kurungan; 
c) Pidana denda dan 
d) Pidana pengawasan. 
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Adapun pidana tambahan bagi Anak Nakal (Pasal 23 
ayat (3)) ialah: 
a) Pidana perampasan barang-barang tertentu dan 
b) Pembayaran ganti rugi. 
Penindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal 
ialah: 
a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang 
tua asuh; 
b) Menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja serta 
c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak 
dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja 
(Pasal 24 ayat (1)). 
Dalam hal pidana penjara, dibedakan menjadi 2 (dua) 
kategori (Pasal 26), yaitu: 
a) Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana 
penjara yang dapat dijatuhkan ialah paling lama 1/2 
(satu per dua)  dari maksimum pidana penjara yang 
diancam pada tindak pidana yang bersangkutan bagi 
orang dewasa (Pasal 26 ayat (1)). 
b) Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-
lamanya 10 tahun ialah hanya terhadap Anak Nakal 
yang berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum 18 
(delapan belas) tahun (Pasal 23 ayat (2)). 
Pidana yang dimaksud di atas, hanya boleh dijatuhkan 
pada Anak Nakal yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Terhadap Anak Nakal yang belum berumur 12 (dua belas) 
tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan dengan 
tindakan, yang dibedakan yakni: 
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a) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan tindakan 
berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk 
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 23 
ayat (3) Jo Pasal 24). Tindakan ini adalah impresif, yakni 
suatu keharusan. 
b) Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana 
mati atau penjara seumur hidup, maka tindakan dapat 
berupa salah satu dari: 
- Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua 
asuhnya; 
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan 
- Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak 
dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 
26 ayat (4) Jo Pasal 24 ayat (1)). 
2) Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Pembantuan kejahatan, yang menurut KUHP (Pasal 53 
ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1)), pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataan menurut 
undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak 
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selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang 
yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan dan 
demikian juga orang yang membantu orang lain dalam 
melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga 
dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 
Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan 
pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger, 
pelaku pelaksana) sendiri. Tapi sesungguhnya percobaannya, 
percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan 
yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya. 
3) Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Khusus 
Disebabkan tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan 
dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu juga, dan tidak berlaku umum 
untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana 
khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP. 
Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai 
lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana 
lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya 
pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya 
atau pembandingnya itu ada 2 (dua): 
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a) Macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau 
dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang lebih berat dan 
lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan (sama 
jenisnya). Didalamnya terdapat unsure tertentu yang 
menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan 
daripada bentuk pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah 
yang dimaksud dengan dasar peringanan pidana khusus. 
Contohnya, tindak pidana dalam bentuk pokok: pembunuhan 
(Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)), pencurian 
(Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 
378). Pada tindak-tindak pidana dalam jenis yang sama 
(contoh di atas), ada dalam bentuk yang lebih ringan 
(kadang disebut tindak pidana ringan), yaitu pembunuhan 
dalam hal meringankan (Pasal 341), penganiayaan ringan 
(Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan 
ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379). 
Dasar penyebab diperingannya tindak-tindak pidana tersebut 
yaitu: 
- Pada pembunuhan Pasal 341 ialah pembuatnya adalah 
seorang ibu dan objeknya adalah bayinya sendiri. 
- Pada penganiayaan ringan ialah akibat perbuatan berupa 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
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menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (Pasal 
352). 
- Pada pencurian ringan ialah (1) tidak dilakukan dalam 
kediaman atau pekarangan yang tertutup yang 
didalamnya ada tempat kediaman dan (2) nilai/harga 
benda (objek) kurang dari Rp. 250,-(Pasal 364). 
- Penggelapan ringan ialah (1) objek bukan ternak dan (2) 
nilai benda/objek kejahatan kurang dari Rp. 250,- (Pasal 
379). 
b) Disebut tindak pidana yang lebih ringan, yang pembanding 
lebih ringannya itu bukan pada bentuk pokoknya, tetapi pada 
perbuatan serta syarat lainnya yang sama. Contohnya, 
kejahatan meninggalkan bayi karena takut diketahui 
melahirkan pada Pasal 308 jika dibandingkan kejahatan 
meninggalkan anakn pada Pasal 305. 
Pasal 305, melarang orang menempatkan anak yang 
umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan atau 
meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan 
diri daripadanya, yang diancam dengan pidana penjara 
maksimum 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan Pasal 
308 kejahatan yang seperti itu jika dilakukan oleh seorang 
ibu terhadap bayinya sendiri tidak lama setelah melahirkan 
bayinya itu, karena takut diketahui melahirkannya, maka 
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pidana terhadap si ibu ini maksimum separuh dari ancaman 
pidana dari kejahatan Pasal 308 ini ialah: (1) pelakunya ialah 
seorang ibu, (2) dilakukan kejahatan itu pada bayinya 
sendiri, dan (3) takut diketahui melahirkan bayi. Dasar 
peringanan pidana disini berdiri secara kumulatif. 
2. Pertimbangan Non Hukum 
Pertimbangan non hukum dalam hal ini menyangkut pelaku, 
antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga dan laporan dari 
petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang dan dampak 
lingkungan terhadap diri pelaku.44 
Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan keadaan 
sosiologis, yang dimaksud disini termasuk didalamnya pertimbangan 
etika, moral, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, nalar 
sehat serta ketentraman masyarakat. Pertimbangan ini bisa saja 
memberatkan bagi pelaku maupun meringankan. Jika kemudian 
pelaku secara etika menyesali perbuatannya, atau telah meminta maaf 
secara sungguh-sungguh kepada korban maupun keluarnganya, maka 
hakim dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan 
pertimbangan tersebut.45 
Selain meringankan pertimbangan ini juga dapat memberatkan, 
jika pelaku dalam persidangan tidak berlaku sopan atau tidak 
                                                             
44
 Faisal Husseini Asikin, 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
yang Dilakukan Oleh Anak”, skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm. 96. 
45
 Natasya Thias, op.cit, hlm. 46. 
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menghormati jalannya persidangan, tidak terlihat menyesali 
perbutannya atau terdakwa bermaksud atau tidak memiliki itikad untuk 
meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya, maka hakim dapat 
menambah hukumnannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sosiologis tersebut.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
46
 Ibid, hlm. 47. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian 
penulisan suatu karya ilmiah. Penelitian akan menjawab objek 
permasalahan dalam rumusan masalah. Untuk memeproleh informasi 
yang merupakan data penulisan, maka penulis memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten Jeneponto yang bertempat di Pengadilan Negeri Jeneponto 
dan Kejaksaan Negeri Jeneponto. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui wawancara 
dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. 
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a. Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan 
guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature  yang 
ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan 
melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-
jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam 
tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait 
dalam hal ini; Polres Jeneponto, Pengadilan Negeri Jeneponto dan 
Rutan Kelas II B Jeneponto. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
terkait. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan No. 15/Pid.Sus/2012/PN JO, maka perlu 
diuraikan terlebih dahulu mengenai posisi kasus, surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan 
hukum Hakim dan amar putusan. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Andika Harimuti Bin Laha bersama-sama dengan 
Multazam M. Hajar Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), 
Nurlan (masih DPO), Risal (masih DPO), Rahmat (masih DPO) dan 
Jabbar (masih DPO), baik sebagai orang yang melakukan atau turut 
melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar 
pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 
2012, di rumah Jabbar di Kp. Maccini Baji, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab, 
Jeneponto atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum PN 
Jeneponto dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain yakni terhadap saksi korban Riskawati Binti Naking 
Dg. Tiro (usia 16 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
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- Awalnya terdakwa Andika bersama dengan Risal bertemu dengan 
saksi korban Riskawati di sekitar Lapangan Tolo, Kel. Tolo, Kec. 
Kelara, Kab. Jeneponto sekitar pukul 10.00 Wita; 
- Terdakwa Andika lalu mengajak saksi korban Riskawati pergi ke 
rumah Jabbar untuk acara makan bakwan, dengan cara terdakwa 
Andika berboncengan dengan Risal sedangkan saksi korban 
Riskawati mengendarai sendiri sepeda motornya; 
- Di rumah Jabbar sedang menunggu Jabbar dan Nurlan; 
- Setiba terdakwa Andika, Risal dan saksi korban Riskawati di rumah 
Jabbar, Jabbar menyuruh terdakwa Andika dan saksi korban 
Riskawati naik ke atas rumah; 
- Kemudian menyuruh Andika dan saksi korban Riskawati segera 
masuk ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan 
saksi korban Riskawati akan diketahui oleh nenek Jabbar yang 
sedang berada di dapur; 
- Beberapa saat kemudian, datang lagi 2 (dua) orang teman 
terdakwa Andika yaitu Multazam dan Rahmat; 
- Setelah beberapa saat berada dalam kamar, terdakwa Andika 
keluar kamar untuk menemui teman-temannya (Multazam, Nurlan, 
Risal, Rahmat dan Jabbar); 
- Kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok, 2 (dua) botol 
minuman soda dan obat influenza merk bodrex; 
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- Kemudian, terdakwa Andika mencampurkan obat bodrex ke dalam 
botol minuman soda yang akan diminumkan kepada saksi korban 
Riskawati; 
- Pada saat yang sama, teman-teman terdakwa Andika mengetahui 
efek campuran dari minuman soda dengan obat bodrex; 
- Teman-teman terdakwa Andika juga mengetahui bahwa minuman 
soda yang dicampur dengan bodrex tersebut mengakibatkan saksi 
korban Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan 
memudahkan terdakwa Andika dan teman-temannya menyetubuhi 
saksi korban Riskawati; 
- Setelah kesadaran saksi korban Riskawati mulai menurun, 
terdakwa Andika kemudian memulai niat jahatnya dengan secara 
paksa membaringkan lalu menganggalkan sebagian pakaian 
bagian bawah yang di kenakan saksi korban Riskawati agar mudah 
untuk disetubuhi; 
- Pada saat itu, saksi korban Riskawati sempat menolak dan 
berontak namun karena pengaruh minuman soda yang dicampur 
dengan bodrex yang telah diminumnya, dia tidak mempunyai lagi 
kekuatan untuk melawan sehingga terdakwa Andika dengan  
mudah menyetubuhi saksi korban Riskawati; 
- Setelah beberapa saat kemudian terdakwa Andika merasa 
keenakan/nikmat;  
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- Setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi saksi korban 
Riskawati, selanjutnya perbuatan tersebut juga dilakukan oleh 5 
(lima) orang teman terdakwa secara bergiliran atau bergantian yaitu 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat dan terakhir adalah Jabbar. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa diajukan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut 
Umum No. Reg Perk: PDM-121/JPT/Euh/07/2012, yang pada 
pokoknya adalah sebagai berikut: 
 
DAKWAAN 
PERTAMA 
Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama 
dengan Multazam M. Hajar alias Illang bin Muh, Hajar (Dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan 
Jabbar (Masih dalam daftar pencarian orang), baik sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, 
pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 Wita atau 
setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di 
rumah Jabbar di Kampung Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan 
Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Jeneponto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain yakni kepada Riskawati binti 
Naking (Usia 16 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
Berawal saat terdakwa Andika Harimukti yang bersama-sama 
dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di 
sekitar lapangan sepak bola Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara 
Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 10.00 wita. Selanjutnya terdakwa 
Andika Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk 
acara makan bakwan, lalu Riskawati pergi ke rumah Jabbar bersama-
sama dengan terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara 
Riskawati mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa 
Andika Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah 
Jabbar, di sana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama 
dengan Nurlan (masih DPO). Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati 
dan terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian 
Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapa saat 
berada di rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua) orang teman terdakwa 
Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah) dan Rahmat (Masih DPO). Pada saat 
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terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar langsung 
menyuruh terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk ke dalam 
kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di rumahnya 
akan ketahuan oleh Nenek Jabbar yang saat itu sedang berada di 
rumah tapi berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah terdakwa 
Andika dan Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, terdakwa 
Andika menyuruh Riskawati tetap tinggal dalam kamar lalu terdakwa 
Andika keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di 
luar kamar Jabbar. Setelah beberapa saat terdakwa Andika di luar 
kamar berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO). Tidak lama 
kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol 
minuman soda serta obat influensa merk Bodrex yang akan dicampur 
ke dalam minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. 
Setelah terdakwa Andika datang dari membeli rokok dan 2 (dua) botol 
minuman soda serta obat influensa merk Bodrex, selanjutnya terdakwa 
Andika mancampurkan obat Bodrex ke dalam botol minuman soda 
yang akan diminumkan kepada Riskawati. Bahwa tedakwa Andika 
bersama-sama dengan Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan 
secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar 
(masih DPO) sebelumnya telah mengetahui bahwa dengan 
mencampurkan minuman soda dengan obat Bodrex maka 
efeknyakepada Riskwati akan mengakibatkan Riskawati lemas, tidak 
berdaya atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada terdakwa 
Andika bersama-sama dengan Multazam alias Illang (diakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan 
Jabbar (masih DPO) untuk menyetubuhi Riskawati. Setelah terdakwa 
Andika meminumkan soda yang telah dicampur Bodrex kepada 
Riskawati, selanjutnya Riskawati merasa lemas dan kesadarannya 
mulai menurun. Pada saat kondisi Riskawati telah lemas dan mulai 
tidak berdaya, kemudian terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya 
untuk menyetubuhi Riskawati dengan cara terdakwa Andika menarik 
kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan Riskawati 
di tempat tidur dalamkamar Jabbar. Selanjutnya terdakwa Andika 
secara paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh Riskawati lalu 
membuka celana dalam yang dikanakan oleh Riskawati. Pada saat 
Andika menarik tangan lalu membaringkan Riskawati di tempat tidur 
dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati 
sempat menolak dan berontak tapi karena pengaruh dari minuman 
soda yang dicampur Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, 
sehingga Riskawati tidak mempunyai lagi daya atau kekuatan untuk 
melawan dan menghindari perbuatan terdakwa Andika, sehingga 
terdakwa Andika dengan mudah menyetubuhi Riskawati. Ketika 
Riskawati sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana 
dalam yang dikenakannya sudah terbuka, kemudian terdakwa Andika 
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menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh terdakwa Andika 
berada di atas tubuh Riskawati yang posisinya terlentang menghadap 
ke atas. Selanjutnya terdakwa Andika mencium bibir Riskawati lalu 
tangan kanan terdakwa Andika membuka kedua paha Riskawati lalu 
memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah berdiri (mengeras) 
lalu mengarahkannnya ke vagina (alat kelamin) Riskawati sambil 
berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Riskawati. Setelah 
penis terdakwa Andika masuk secara keseluruhan ke dalam lubang 
vagina Riskawati, terdakwa Andika lalu menaikturunkan pantatnya 
sehingga mengakibatkan penis terdakwa Andika keluar masuk lobang 
vagina Riskawati.  Setelah beberapa saat penis penis terdakwa Andika 
kelaur masuk lobang vagina Riskawati, karena terdakwa Andika 
merasa keenakan atau nikmat, maka beberapa saat kemudian 
terdakwa Andika merasa air spermanya akan keluar sehingga 
terdakwa Andika kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina 
Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. 
Pada saat disetubuhi oleh terdakwa Andika, beberapa saat kemudian 
kesadaran Riskawati pun hilang karena pengaruh dari minuman soda 
yang telah dicampur dengan Bodrex serta rasa sakit yang dirasakan 
oleh Riskawati pada vaginanya saat penis terdakwa Andika masuk ke 
dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah terdakwa Andika selesai 
menyetubuhi Riskawati, selanjutnya perbuatan terdakwa Andika 
tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) orang teman terdakwa Andika, 
yaitu Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), 
Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) secara 
bergantian atau bergiliran. Bahwa setelah terdakwa Andika selesai 
menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk 
ke dalam kamar lalu menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam 
keadaan tidak berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam 
alias Illang yang menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam alias 
Illang masuk ke dalam kamar lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah 
dalam keadaan tidak berdaya dan rok serta celana dalamnya sudah 
terbuka, sehingga Multazam pun dengan mudah menyetubuhi 
Riskawati dengan cara Multazam membuka celananya hingga ke lutut 
lalu setelah penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke 
dalam lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan 
pantatnya beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu 
mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air 
spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. Setelah Multazam 
selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Risal yang 
menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran Rahmat turut 
pula menyetubuhi Riskawati hingga selesai dan yang paing terakhir 
menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pada RSUD 
Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, pada diri korban 
Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni: 
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- Pada selaput Dara (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan pada 
jam satu, jam tiga, jam enam dan jam Sembilan. 
Kesimpulan: Selaput dara (Hymen) terkoyak akibat benda tumpul. 
Sesuai visum Et Repertum Nomor: 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012 
tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. 
Hariadhi Batriym Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
 
KEDUA 
Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama 
dengan Multazam M. Hajar alias Illang bin Muh. Hajar (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin dg. Nasa, Rahmat dan 
Jabbar (masih dalam daftar pencarian orang), baik sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, 
pada waktu dan tempat sebagaimana telah diurakan dalam dakwaan 
kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Berawal saat terdakwa Andika Harimukti yang bersama-sama 
dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di 
sekitar lapangan sepak bola Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara 
Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 10.00 wita. Selanjutnya terdakwa 
Andika Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk 
acara makan bakwan, lalu Riskawati peri ke rumah Jabbar bersama-
sama dengan terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara 
Riskawati mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa 
Andika Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah 
Jabbar, di sana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama 
dengan Nurlan (masih DPO). Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati 
dan terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian 
Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapa saat 
berada di rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua) orang teman terdakwa 
Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah) dan Rahmat (masih DPO). Pada saat 
terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar langsung 
menyuruh terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk ke dalam 
kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di rumahnya 
akan ketahuan oleh Nenek Jabbar yang saat itu sedang berada di 
rumah tapi berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah terdakwa 
Andika dan Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, terdakwa 
Andika menyuruh Riskaawati tetap tinggal dalam kamar lalu terdakwa 
Andika keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di 
luar kamar Jabbar. Setelah beberapa saat terdakwa Andika di luar 
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kamar berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO), tidak lama 
kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol 
minuman soda serta obat influensa merk Bodrex, selanjutnya terdakwa 
Andika mencampurkan obat Bodrex ke dalam botol minuman soda 
yang akan diminumkan kepada Riskawati. Bahwa terdakwa Andika 
bersama-sama dengan Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan 
secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar 
(masih DPO) sebelumnya telah mengetahui bahwa dengan 
mencampurkan minuman soda dengan obat Bodrex maka efeknya 
kepada Riskawati akan mengakibatkan Riskawati lemas, tidak berdaya 
atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada terdakwa Andika 
bersama-sama dengan Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan 
secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar 
(masih DPO) untuk menyetubuhi Riskawati. Setelah terdakwa Andika 
meminumkan soda yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, 
selanjutnya Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai 
menurun. Pada saat kondisi Riskawati telah lemas dan mulai tidak 
berdaya, kemudian erdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya untuk 
menyetubuhi Riskawati dengan cara terdakwa Andika menarik kedua 
tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan Riskawati di 
tempat tidur dalam kamar Jabbar. Selanjutnya terdakwa Andika secara 
paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh Riskawati lalu membuka 
celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati. Pada saat terdakwa 
Andika menarik tangan lalu membaringkan Riskawati di tempat tidur 
dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati 
sempat menolak dan berintak tapi karena pengaruh dari minuman 
soda yang dicampur Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, 
sehingga Riskawati tidak mempunyai lagi daya atau kekuatan untuk 
melawan dan menghindari perbuatan terdakwa Andika, sehingga 
terdakwa Andika dengan mudah menyetubuhi Riskawati. Ketika 
Riskawati sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana 
dalam yang dikenakannya sudah tebuka, selanjutnya terdakwa Andika 
membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah celana 
terdakwa Andika sudah terbuka, kemudian terdakwa Andika menindis 
tubuh Riskawati dengan posisi tubuh terdakwa Andika berada di atas 
tubuh Riskawati yang posisinya terlentang menghadap ke atas. 
Selanjutnya terdakwa Andika mencium bibir Riskawati lalu tangan 
kanan terdakwa Andika membuka kedua paha Riskwati lalu 
memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah berdiri (mengeras) 
lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) Riskawati sambil 
berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Riskawati. Setelah 
penis terdakwa Andika masuk secara keseluruhan ke dalam lobang 
vagina Riskawati, terdakwa Andika lalu menaikturunkan pantatnya 
sehingga mengakibatkna penis terdakwa Andika keluar masuk lobang 
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vagina Riskawati. Setelah beberapa saat penis terdakwa Andika keluar 
masuk lobang vagina Riskawati, karena merasa keenakan atau nikmat, 
maka beberapa saat kemudian terdakwa Andika merasa air 
spermanya akan keluar sehingga terdakwa Andika kemudian 
mencabut penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air spermanya 
dikeluarkan di luar vagina Riskawati. Pada saat disetubuhi oleh 
terdakwa Andika, beberapa saat kemudian kesadaran Riskawati pun 
hilang karena pengaruh dari minuman soda yang telah dicampur 
dengan Bodrex serta rasa sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada 
vaginanya saat penis terdakwa Andika masuk ke dalam lobang 
vaginanya. Bahwa setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi 
Riskawati, selanjutnya perbuatan terdakwa Andika tersebut dilakukan 
juga oleh 5 (lima) orang teman terdakwa Andika, yaitu Multazam alias 
Ilaang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. 
Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) secara bergantian atau 
bergiliran. Bahwa setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi 
Riskawati, kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam 
kamar lalu menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan 
tidak berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam alias Illang 
yang menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam alias Illang masuk 
ke dalam kamar lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah dalam 
keadaan tidak berdaya dan rok serta celana dalamnya sudah terbuka, 
sehingga Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati 
dengan cara Multazam membuka celananya hingga ke lutut lalu 
setelah penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke 
dalam lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan 
pantatnya beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu 
mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air 
spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. Setelah Riskawati 
selesai menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran 
Rahmat turut pula menyetubuhi Riskawati hingga selesai, dan yang 
paling terakhir menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pada 
RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, pada diri korban 
Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni: 
- Pada selaput Dara (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan pada 
jam satu, jam tiga, jam enam dan jam Sembilan. 
Kesimpulan: Hymen (selaput dara) terkoyak akibat benda tumpul. 
Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012 
tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. 
Hariadhi Batriym Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) No. 
Reg. Perk: PDM-121/JPT/Euh/07/2012, yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
1) Menyatakan Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Secara Bersama-sama Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) 
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN 
LAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 
10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa 
jalani selama proses pemeriksaan. 
3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
4) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANDIKA 
HARIMUKTI BIN LAHA sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta 
rupiah) Subsidiair wajib latihan kerja selama 40 (empat puluh) hari. 
5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,-(dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam perkara 
No.15/Pid.Sus/2012/PN JO adalah sebagai berikut: 
- Semua unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka 
terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebgaimana dalam 
dakwaan Penuntut Umum tersebut; 
- Terdakwa masih di bawah umur dan dengan memperhatikan 
Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan agar 
terdakwa diberi keringanan hukuman dengan pertmbangan 
terdakwa masih anak-anak yang masih ingin membantu orang 
tuanya mencari nafkah dan terdakwa juga masih ingin melanjutkan 
sekolahnya serta terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi 
perbuatannya dan tidak lagi bermasalah dengan hukum; 
- Adanya Surat Pernyataan Tidak Keberatan No.192/KT/VII/2012 
yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Riskawati Binti Naking 
Dg. Tiro dan seluruh anggota keluarganya dan diketahui oleh 
Kepala Kelurahan Tolo Timur (Muh. Haris), tanggal 19 Juli 2012, 
yang isinya pada pokoknya saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro 
dan seluruh anggota keluarganya sudah tidak atau menuntut lagi 
kepada terdakwa karena saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan 
seluruh anggota keluarganya menganggap masalah ini sudah 
selesai dan sudah memaafkan dengan tulus dan ikhlas semua 
kesalahan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa telah ada 
perdamaian atas masalah ini antara saksi Riskawati Binti Naking 
Dg. Tiro dan terdakwa karena perdamaian juga dipandang sebagai 
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salahsatu jalan yang terbaik dan terdakwa juga telah 
bertanggungjawab secara moril dengan menikahi saksi Riskawati 
Binti Naking Dg. Tiro di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada 
tanggal 11 JULI 2012, yang dituangkan dalam Surat Keterangan 
Penyaksian Nikah, No.05/PPPN-KTT/SKPN/VII/2012, tanggal 20 
Juli 2012 dan disaksikan oleh Imam Kelurahan Tolo Timur 
(MUHAMMAD TAHER, S.E); 
- Hakim memperhatikan tanggapan orang tua terdakwa yang 
menyatakan masih sanggup untu mendidik dan memperbaiki 
perilaku anaknya karena terdakwa masih ingin melanjutkan 
sekolahnya, masih ingin mencari nafkah untuk orang tua dan 
istrinnya yaitu saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan terdakwa 
serta saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro setelah kejadian ini telah 
menikah dan masih berstatus penganti baru; 
- Memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta adanya Surat 
Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi koban Riskawati Binti 
Naking Dg. Tiro dan seluruh anggota keluarganya kepada terdakwa 
dan Surat Keterangan Penyaksian Nikah dimana saksi Riskawati 
Binti Naking Dg. Tiro ingin agar setelah kejadian ini dapat hidup 
berumahtangga bersama-sama dalam ikatan suami istri dengan 
terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa 
akan dijatuhkan tindakan; 
- Terdakwa adalah anak-anak, maka Hakim akan mengacu kepada 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 
dimana dalam Pasal 22 yang isinya bahwa “terhadap anak nakal 
hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan 
dalam Undang-Undang ini”; 
- Bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana penjelasan dalam Pasal 24 ayat (1) adalah: 
 Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua; 
 Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja; 
 Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja; 
- Maksud dan tujuan tindakan yang diberikan bertujuan untuk 
mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) perilaku 
terdakwa agar dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki diri 
sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial 
kemasyarakatan serta menjadikan terdakwa bertaubat dengan 
taubat yang sesungguh-sungguhnya (taubatan nasuha) dan 
mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemusian hari 
(prevensi khusus) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah 
dilakukan oleh terdakwa (prevensi umum) disamping itu pidana ini 
bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenganan, 
kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat. 
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- Sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hall-hal yang 
meringankan bag diri terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Riskawati Binti Naking 
Dg. Tiro menjadi malu. 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; 
 Terdakwa mengakui peruatannya dan menyesal serta berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi; 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga diharapkan 
mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari; 
 Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya; 
 Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk orang tua dan 
istrinya yaitu saksi korban Riskawati; 
 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya 
dengan menikahi saksi korban Riskawati; 
 Saksi korban Riskawati telah memaafkan semua kesalahan 
terdakwa dan sudah ada Surat Perdamaiannya; 
 Karena selama ini terdakwa ditahan dengan status tahanan 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) namun oleh karena terdakwa 
akan dijatuhi tindakan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) 
huruf b KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dikeluarkan dari 
dalam tahanan; 
 Karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 
222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar 
biaya perkara yang bersarnya akan disebutkan dalam amar 
putusan di bawah ini. 
 
5. Amar Putusan  
Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP Jo 
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tetang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta 
Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan. Hakim mengadili 
terdakwa Andika Harimukti Bin Laha dengan: 
1) Menyatakan terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pemerkosaan”. 
2) Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang 
tua asuh; 
3) Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan; 
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4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah); 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kejahatan Pemerkosaan 
Yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
Analisis Penulis 
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-
fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang 
bersangkutan. 
Pada umumnya, surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, 
berupa pengertian:47 
1. Surat akta; 
2. yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa; 
3. yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan 
dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan 
didakwakan pada terdakwa dan 
4. merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di pengadilan. 
Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan yang disusun harus 
memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil.48 
Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 
ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup: 
1. Diberi tanggal; 
                                                             
47
 Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm. 171. 
48
 Ibid, hlm. 172. 
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2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: 
a. nama lengkap; 
b. tempat lahir, umur/tanggal lahir; 
c. jenis kelamin; 
d. kebangsaan; 
e. tempat tinggal; 
f. agama dan 
g. pekerjaan. 
3. Ditandatangani oleh penuntut umum 
Jadi hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena 
dakwaan tidak jelas ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk 
mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak 
pidana yang sebenarnya (error of subyektum). 
Adapun syarat materil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, 
bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu (tempos delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus 
delicti)”. 
Yang dimaksud dengan pengertian: cermat, jelas dan lengkap 
adalah sebagai berikut: 
1. Cermat, jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau 
kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat 
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mengakibatkan “batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat 
dakwaan”, antara lain karena: 
a. Apakah ada delik aduan dalam hal delik aduan ? 
b. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ? 
c. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan 
tindak pidana tersebut ? 
d. Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa ? 
e. Apakah tindak pidana yang dilkaukan itu tidak “Nebis in idem” ? 
2. Jelas, berarti penuntut umum harus mampu untuk: 
a. Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan; 
b. Uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. 
Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam 
uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, atau 
antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian 
dakwaan sebelumnya; sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu 
sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada 
uraian dakwaa sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda. 
c. Misalnya: tidak boleh menggabungkan unsur-unsur: 
1) Pasal 55 & Pasal 56 KUHP; 
2) Pasal 372 & Pasal 378 KUHP; 
3) Pasal 362 & Pasal 480 KUHP; 
4) Pasal 359 & Undang-undang Lalu Lintas; 
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5) Dan sebagainya, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak 
jelas (obscuur libel), yang diancam dengan kebatalan. 
3. Lengkap, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua 
unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. 
Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan 
secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara 
tegas, sehingga berakibat perbuatan itu merupakan tindak pidana 
menurut undang-undang. 
Untuk lebih jelasnya mengenai syarat materil ini, dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
Pertama: 
a. Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, 
tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas. 
b. Perumusan unsur objektif, yaitu: 
1) Bentuk atau macam tindak pidana; 
2) Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. 
c. Perumusan unsur subjektif, yaitu mengenai pertanggungjawaban 
seseorang menurut hukum. Misalnya apakah ada unsur kesengajaan, 
kelalaian dan sebagainya. 
Kedua: 
a. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti), yaitu dalam 
hubungannya dengan: 
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1) Kompetensi relatif dari pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 
148 & Pasal 149 Jo. Pasal 84 KUHP; 
2) Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 sampai 
dengan Pasal 9 KUHP); 
3) Berkaitan dengan unsur-unsur yang disayaratkan oleh delik yang 
bersangkutan, seperti “di muka umum”, misalnya Pasal 160, 154, 
156, 156 a dan 160 KUHP. 
b. Waktu tindak pidana dilakukan (tempos delicti), yaitu untuk 
menentukan: 
1) Berlakunya Pasal 1 ayat (1), (2) KUHP (asas legalitas); 
2) Penentuan tentang resividis (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 
KUHP); 
3) Penentuan tentang kedaluarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 
KUHP); 
4) Menentukan kepastian umur terdakwa (Pasal 45 KUHP); 
5) Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan, seperti Pasal 
363 KUHP atau disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat 
dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUHP). 
Jadi apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan 
materil, maka menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP, bahwa “surat dakwaan 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf b batal demi hukum”. 
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Dapat dibatalkan jika syarat formil tidak dipenuhi dan batal demi 
hukum jika syarat materil tidak dipenuhi. Dianggap tidak memenuhi syarat 
materil jika dakwaan kabur (obscuur libel), dianggap kabur karena unsur-
unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak 
pidana. Berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya terdakwa 
didakwa turut serta (medepleger) atau turut membantu (medeplectheid).49 
Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 
15/pid.Sus/2012/PN JO, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun 
penuntut umum adalah surat dakwaan alternatif. 
Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling 
mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata 
“ATAU” misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan 
(Pasal 480 KUHP), jadi dakwaan secara alternative bukan kejahatan 
perbarengan. 
Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut 
Van Bemmelen, yaitu:50 
a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang 
satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama 
suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan). 
b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang 
akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut 
pertimbangannya telah nyata tersebut. 
                                                             
49
 Ibid, hlm. 175. 
50
 Ibid, hlm. 176. 
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Lanjut Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam hal dakwaan 
alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut 
saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan 
dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa 
dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu 
tentang dakwaan pertama. 
Namun satu hal perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam 
menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan alternative yang 
sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua lebih 
perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya 
dakwaan yang berbunyi: “bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa 
dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih 
dahulu…”. Jadi di sini dibuat dakwaan yang bersifat alternative yang 
sesungguhnya, sebab tidak ada dakwaan primair atau dakwaan 
subsidairnya sehingga hakimlah yang dapat memilih perbuatan yang 
mana “yang direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti. 
Ini dapat dilihat dalam susunan dakwaan Penuntut Umum dalam 
kasus putusan nomor 15/Pid.Sus/2012/PN JO, sebagai berikut: 
Pertama : Perbuatan terdakwa Andika Harimukti Bin Laha sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 
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Kedua : Perbuatan terdakwa Andika Harimukti Bin Laha    sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. 
Selanjutnya, Tuntutan penuntut umum diajukan oleh penuntut 
umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai 
sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa surat 
tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana 
selesai dilakukan.51 
Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. surat tuntuta 
atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekuisitoir adalah surat yang 
memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang 
terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang 
kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. agar surat tuntutan 
tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka 
surat tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah 
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan:52 
a. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis; 
b. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan 
benar; 
c. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti 
serta 
d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya. 
                                                             
51
 Faisal Husseini, op.cit, hlm. 55. 
52
 Ibid, hlm. 56. 
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Surat dakwaan dalam kasus tersebut disusun secara alternatif, 
sehingga hakim dapat mengadakan pilihan sehingga dakwaan tersebut 
saling mengecualikan satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis penulis, 
maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materil pada 
kasus ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebab Hakim dalam menerapkan hukum pidana materil tidak 
memperhatikan asas lex specialist derogate legi generali. Sebagaimana 
diketahui bahwa antara ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 285 
KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana yang sama, dengan perbedaan 
terletak pada objek atau sasaran kejahatan (korban) yakni pada Pasal 81 
ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (korbannya adalah 
perempuan yang tergolong anak atau orang yang belum dewasa) 
sedangkan Pasal 285 KUHP tidak memuat unsur tersebut (korbannya 
adalah perempuan dalam arti umum) sehingga berdasarkan asas lex 
specialist derogate legi generali (aturan yang bersifat khusus 
melumpuhkan aturan yang bersifat umum). Dengan demikian, penulis 
berpendapat hukum pidana materil yang tepat untuk diterapkan kepada 
terdakwa Andika adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, yang rumusannya adalah sebagai 
berikut: 
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“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain, …”. 
Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
Yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban, untuk menghindari kesalahan 
orangnya (error in persona) maka identitasnya harus dicantumkan 
secara lengkap dalam surat dakwaan. Dan antara orang yang 
identitasnya tercantum secara lengkap dengan orang yang diajukan ke 
persidangan telah bersesuaian yaitu terdakwa Andika Harimukti Bin 
Laha, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut 
hukum.53 
2. Dengan Sengaja 
Berdasarkan keterangan dalam Memorievan Toelichting (MvT) 
WvS Belanda, arti unsur dari kesengajaan (opzettelijk), yang secara 
singkat dikatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya 
dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, 
dengan dikehendaki (willens) dan dikethui (wetens)”. Singkatnya, arti 
kesengajaan itu ialah sikap batin orang yang menghendaki sesuatu 
dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui dan 
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menghendaki tentulah tidak terpisahkan walaupun secara jelas dapat 
dibedakan.54 
Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Andika, 
terungkap fakta bahwa terdakwa Andika dengan sengaja pergi 
membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influensa 
merk Bodrex yang akan dicampur ke dalam minuman soda yang akan 
diminumkan kepada Riskawati. Setelah terdakwa Andika datang dari 
membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influensa 
merk Bodrex, selanjutnya terdakwa Andika mancampurkan obat 
Bodrex ke dalam botol minuman soda yang akan diminumkan kepada 
Riskawati. Bahwa tedakwa Andika bersama-sama dengan Multazam 
alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin 
Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) sebelumnya telah 
mengetahui bahwa dengan mencampurkan minuman soda dengan 
obat Bodrex maka efeknyakepada Riskwati akan mengakibatkan 
Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan 
memudahkan kepada terdakwa Andika bersama-sama dengan 
Multazam alias Illang (diakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) untuk 
menyetubuhi Riskawati. 
Dari fakta-fakta di atas maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat dan Jabbar adalah dengan sengaja 
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menyetubuhi saksi korban Riskawati, sehingga unsur kedua ini telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum. 
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak 
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti 
memukul dengan tangan, menggunakan alat atau senjata, menendang 
dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman 
kekerasan adalah adanya niat atau tujuan untuk melakukan sesuatu 
yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan orang 
lain.55 Selain itu, yang disamakan dengan melakukan kekerasan 
menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang lain jadi pingsan atau 
tidak berdaya lagi.56 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
terungkap fakta bahwa setelah terdakwa Andika meminumkan soda 
yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, selanjutnya Riskawati 
merasa lemas dan kesadarannya mulai menurun. Pada saat kondisi 
Riskawati telah lemas dan mulai tidak berdaya, kemudian terdakwa 
Andika mulai melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Riskawati.  
Yang dimaksud dengan unsur memaksa (dwingen) adalah 
perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak 
orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar 
orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama 
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dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya 
ada dua macam, yaitu:57 
a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau 
b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang 
dikehendaki orang yang memaksa. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 
alat bukti surat Visum et Repertum No. 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012, 
tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Hariadhy Batriy, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang terungkap fakta bahwa Terdakwa Andika 
menyetubuhi saksi korban Riskawati dengan cara terdakwa Andika 
menarik kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan 
Riskawati di tempat tidur dalam kamar Jabbar. 
Selanjutnya terdakwa Andika secara paksa menarik ke atas rok 
yang dipakai oleh Riskawati lalu membuka celana dalam yang 
dikanakan oleh Riskawati. Pada saat Andika menarik tangan lalu 
membaringkan Riskawati di tempat tidur dan membuka celana dalam 
yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati sempat menolak dan 
berontak tapi karena pengaruh dari minuman soda yang dicampur 
Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga Riskawati tidak 
mempunyai lagi daya atau kekuatan untuk melawan dan menghindari 
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perbuatan terdakwa Andika, sehingga terdakwa Andika dengan mudah 
menyetubuhi Riskawati. 
Ketika Riskawati sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan rok 
serta celana dalam yang dikenakannya sudah terbuka, kemudian 
terdakwa Andika menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh 
terdakwa Andika berada di atas tubuh Riskawati yang posisinya 
terlentang menghadap ke atas. 
Alat bukti surat Visum et Repertum No. 50/RSUD-
LDP/JP/RM/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Hariadhy Batriy, SP.OG, Dokter Pemeriksa 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang 
menerangkan bahwa pada diri saksi korban Riskawati ditemukan 
kelainan yakni: 
- Pada selaput dara (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan pada 
jam satu, jam tiga, jam enam dan jam sembilan. 
- Kesimpulan: selaput dara (Hymen) terkoyak akibat benda tumpul. 
Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Terungkap Fakta sebagaimana termuat dalam BAP saksi 
korban Riskawati dimana pada bagian identitas tercantum tanggal lahir 
06 Juni 1996 (16 tahun), turut pula tercantum dalam Berkas Perkara 
yakni photo copy Ijazah atas nama Riskawati Dewi lahir pada tanggal 
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06 Juni 1996 sehingga saksi korban pada saat itu berusia 16 tahun 
dan masih tergolong anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Dari fakta-fakta di atas, maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat dan Jabbar adalah suatu bentuk 
kekerasan dalam arti membuat saksi korban Riskawati lemas, tidak 
berdaya atau pingsan akibat meminum minuman soda yang 
dicampurkan obat bodrex yang dberikan oleh terdakwa Andika, juga 
suatu bentuk pemaksaan terhadap saksi korban Riskawati karena hal 
tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban Riskawati. Sehingga 
unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain 
Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara 
anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yag biasa dijalankan untuk 
mendapatkan anak dan persetubuhan itu dilakukan secara tidak suka 
sama suka melainkan dengan paksaan terhadap perempuan.58 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 
alat bukti surat Visum et Repertum No. 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012, 
tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Hariadhy Batriy, SP.OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang terungkap fakta bahwa terdakwa Andika 
mencium bibir Riskawati lalu tangan kanan terdakwa Andika membuka 
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kedua paha Riskawati lalu memegang penisnya (alat kelaminnya) yang 
sudah berdiri (mengeras) lalu mengarahkannnya ke vagina (alat 
kelamin) Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam 
vagina Riskawati. Setelah penis terdakwa Andika masuk secara 
keseluruhan ke dalam lubang vagina Riskawati, terdakwa Andika lalu 
menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis terdakwa 
Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati.  Setelah beberapa saat 
penis penis terdakwa Andika kelaur masuk lobang vagina Riskawati, 
karena terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, maka 
beberapa saat kemudian terdakwa Andika merasa air spermanya akan 
keluar sehingga terdakwa Andika kemudian mencabut penisnya dari 
dalam vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan di luar vagina 
Riskawati. 
Pada saat disetubuhi oleh terdakwa Andika, beberapa saat 
kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena pengaruh dari 
minuman soda yang telah dicampur dengan Bodrex serta rasa sakit 
yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis terdakwa 
Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah terdakwa 
Andika selesai menyetubuhi Riskawati, selanjutnya perbuatan 
terdakwa Andika tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) orang teman 
terdakwa Andika, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan 
secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar 
(masih DPO) secara bergantian atau bergiliran. 
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Bahwa setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, 
kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam kamar lalu 
menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan tidak 
berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam alias Illang yang 
menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam alias Illang masuk ke 
dalam kamar lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah dalam keadaan 
tidak berdaya dan rok serta celana dalamnya sudah terbuka, sehingga 
Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati dengan cara 
Multazam membuka celananya hingga ke lutut lalu setelah penisnya 
berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam lobang vagina 
Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya beberapa lama 
hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu mencabut penisnya dari 
dalam lobang vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan di luar 
vagina Riskawati. Setelah Multazam selesai menyetubuhi Riskawati, 
kemudian giliran Risal yang menyetubuhi Riskawati hingga selesai, 
selanjutnya giliran Rahmat turut pula menyetubuhi Riskawati hingga 
selesai dan yang paing terakhir menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar.  
Dari fakta-fakta di atas, maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat dan Jabbar adalah bentuk 
persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Andika, Multazam, Nurlan, 
Risal, Rahmat dan Jabbar terhadap saksi korban Riskawati. Sehingga 
unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Kejahatan Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
Analisis Penulis 
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, 
tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 
segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia 
akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima 
masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat 
diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu 
perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan 
nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan 
putusan berpedoman pada pertimbangan hukum dan non hukum.59 
Pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-
undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan.60 
Pertimbangan non hukum dalam hal ini menyangkut pelaku, antara 
lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga dan laporan dari petugas 
kemasyarakatan yang melihat latar belakang dan dampak lingkungan 
terhadap diri pelaku.61 
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Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang 
selanjutnya (sidang kedelapan) segera memabcakan putusannya, dengan 
memanggil kembali terdakwa dan penasehat hukum serta penuntut 
umum.62 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 
1 angka 11 KUHAP, adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini”.63 
Menurut Pasal 191 KUHAP, bahwa:64 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
terdakwa diputus bebas; 
(2) Jika pengadilan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum; dan 
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk 
dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain 
yang sah, terdakwa perlu ditahan. 
Menurut Pasal 199, bahwa:65 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) 
kecuali huruf e, f, dan h; 
b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan 
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
putusan;  
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) 
dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 
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Berdasarkan analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa 
Andika dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori 
pemidanaan namun dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 
memberatkan, perlu diketahui bahwa perbuatan terdakwa Andika bukan 
hanya membuat malu pada diri saksi korban Riskawati namun malu atau 
aib dari peristiwa pemerkosaan itu juga harus ditanggung oleh keluarga 
saksi korban Riskawati. 
Selain itu, perbuatan terdakwa Andika juga mengakibatkan trauma 
yang mendalam dan ketakutan serta luka fisik pada alat reproduksi saksi 
korban Riskawati. Korban sebagai seorang wanita setelah kejadian 
tersebut telah kehilangan keperawanannya untuk selamanya yang hanya 
dapat dimiliki sekali seumur hidup dengan cara yang sangat tidak 
manusiawi dengan terlebih dahulu membuat saksi korban Riskawati 
lemas, tidak berdaya dan pingsan setelah meminum minuman soda yang 
dicampurkan dengan sebiji obat bodrex yang diberikan oleh terdakwa 
Andika kemudian menyetubuhi saksi korban Riskawati secara membabi 
buta lalu dilakukan secara bergiliran atau bergantian oleh teman-teman 
terdakwa Andika. Olehnya itu penulis berpendapat bahwa saksi korban 
Riskawati perlu mendapatkan penanganan psikologis. 
Disamping itu, amar putusan yang dijatuhkan Hakim meskipun 
telah mempertimbangkan pelaku sebagai Anak Nakal dalam Pasal 22 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, namun tujuan tindakan untuk 
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mendidik dan memperbaiki pelaku dalam pertimbangannya menurut 
penulis untuk sebahagian belum sesuai dengan teori pemidanaan yaitu 
teori penjeraan dan teori memperbaiki. Dalam teori penjeraan, Feurbach 
bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya tidak berbuat jahat 
sedangkan dalam teori memperbaiki beranggapan bahwa tujuan 
dijauthkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki 
si terhukum itu sendiri. 
Dengan dijatuhkannya tindakan oleh Hakim berupa 
“mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, menurut 
penulis tidak memberikan efek jera dan tidak dengan mudahnya mampu 
memperbaiki diri terdakwa Andika meskipun terdakwa Andika telah 
mengakui, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya 
serta telah menikahi saksi korban Riskawati. Namun, penulis berpendapat 
terdakwa Andika perlu memperoleh bentuk tindakan lainnya berupa: 
1. Terdakwa Andika perlu dibekali pendidikan dan pembinaan kerohanian 
agar terdakwa Andika sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari 
bahwa perbuatannya telah melukai saksi korban Riskawati baik fisik 
maupun psikis, perbuatannya bukan hanya tercela di mata masyarakat 
maupun hukum tetapi juga perbuata yang dilarang dalam agama; 
2. Dalam pertimbangan hukum Hakim disebutkan bahwa terdakwa 
Andika telah bertanggungjawab secara moril dengan menikahi saksi 
korban Riskawati sehingga status antara terdakwa Andika dengan 
saksi korban Riskawati adalah pasangan suami istri. Penulis 
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berpendapat terdakwa Andika sangat perlu untuk dibekali keterampilan 
melalui latihan kerja dengan menempatkannya pada BLK (Balai 
Latihan Kerja) yang hamper setiap kabupaten di Indonesia telah 
didirikan, dengan begitu terdakwa Andika memiliki bekal untuk 
menghidupi istri dan keluarganya kelak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pemerkosaan yang 
dilakukan oleh terdakwa pada perkara ini yakni Pasal 285 KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim dalam menerapkan 
hukum pidana materil tidak memperhatikan asas lex specialist 
derogate legi generali. Sebagaimana diketahui bahwa antara 
ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 285 KUHP 
memuat unsur-unsur tindak pidana yang sama, dengan perbedaan 
terletak pada objek atau sasaran kejahatan (korban) yakni pada Pasal 
81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (korbannya adalah 
perempuan yang tergolong anak atau orang yang belum dewasa) 
sedangkan Pasal 285 KUHP tidak memuat unsur tersebut (korbannya 
adalah perempuan dalam arti umum) sehingga berdasarkan asas lex 
specialist derogate legi generali (aturan yang bersifat khusus 
melumpuhkan aturan yang bersifat umum), hukum pidana materil yang 
tepat untuk diterapkan kepada terdakwa Andika adalah Pasal 81 ayat 
(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa 
Andika dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan 
teori pemidanaan namun dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 
memberatkan, perlu diketahui bahwa perbuatan terdakwa Andika 
bukan hanya membuat malu saksi korban Riskawati dan keluarganya 
juga mengakibatkan trauma yang mendalam dan ketakutan serta luka 
fisik pada alat reproduksi saksi korban Riskawati. Olehnya itu saksi 
korban Riskawati perlu mendapatkan penanganan psikologis. 
Disamping itu, amar putusan yang dijatuhkan Hakim meskipun telah 
mempertimbangkan pelaku sebagai Anak Nakal dalam Pasal 22 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, namun tujuan tindakan untuk 
mendidik dan memperbaiki pelaku dalam pertimbangannya menurut 
penulis untuk sebahagian belum sesuai dengan teori pemidanaan yaitu 
teori penjeraan dan teori memperbaiki. Dijatuhkannya tindakan oleh 
Hakim tidak memberikan efek jera dan tidak dengan mudahnya 
mampu memperbaiki diri terdakwa Andika meskipun terdakwa Andika 
telah mengakui, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi 
perbuatannya serta telah menikahi saksi korban Riskawati. Namun, 
penulis berpendapat terdakwa Andika perlu memperoleh bentuk 
tindakan lainnya berupa pendidikan dan pembinaan kerohanian agar 
terdakwa Andika sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa 
perbuatannya telah melukai saksi korban Riskawati baik fisik maupun 
psikis, perbuatannya tercela di mata masyarakat, hukum dan juga 
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agama serta terdakwa Andika sangat perlu untuk dibekali keterampilan 
melalui latihan kerja dengan menempatkannya pada BLK (Balai 
Latihan Kerja) yang hamper setiap kabupaten di Indonesia telah 
didirikan, dengan begitu terdakwa Andika memiliki bekal untuk 
menghidupi istri dan keluarganya kelak. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam 
mencegah anggota keluarganya agar tidak melakukan tindak pidana, 
karena kedudukan keluarga sangat fundamental bagi pendidikan dan 
tumbuh kembag anak. 
2. Penulis berharap masyarakat dan pemerintah setempat bersedia 
menerima, membantu, membingbing, serta mengawasi terdakwa agar 
kelak bisa berguna bagi bangsa dan negara. 
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